
Pembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat 11 Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

ten tang 1995 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1. Pasal 18 Ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

a. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Oalarn Negeri 
Nornor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen daerah 
bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir 
pada tahun 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Wali Kola tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023- 
2026; 

Menimbang 

WALi KOTA KENDARI, 

RENCANAPEMBANGUNANDAERAH 
KOTA KENDARI TAHUN 2023-2026 

DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PROVINSISULAWESITENGGARA 
PERATURAN WALi KOTA KENDARI 

NOMOR 33 TAHUN 2022 

TENT ANG 

WALIKOTA KENDARI 



5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang ( Lembaran Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2022 Tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
pemcrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tndonesia 
Tahun 2022 Nnmor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757]; 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan PemerinLah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tarnbahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 



Republi.k Indonesia Nomor 5887) sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20J8 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaao Keuangao Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahuo 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Pcraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Linglrungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 202 I 
Nomor 32, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6634); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
136); 

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 172); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedornan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

Daerah sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pclaksanaan Pengarusuramaan Gender di 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
927); 



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan b:valuasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tenlang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pemba.ngunan Jangka 
Mcncngah Dacrah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540}; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefi.kasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 
2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2014-2034 ( Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tcnggara Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peracuran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Monongah Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2018-2023 (Lemoaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 8); 

25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1., 
Tambahan Lernbaran Daerah Kota Kondari Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor l Tahun 2016 tentang 
Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari 



Pasal l 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pcmcrintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari, 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

perangkat daerah pada pernerintah daerah selaku pengguna anggaran 
dan/atau barang. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerab yang selanjutnya disingkat 
Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pernerintahan yang 
rnelaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, 
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Kendari. 

6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kota Kendari. 

7. Rencana Pernbangunan .Iangka Panjang Daerah Kot.a Kendari Tahun 2005- 
2025 selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan 
pernbangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) t.ahun. 

8. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disebut RPO adalab dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perlode l (satu) tahun. 

PERATURAN WALi KOTA TENT ANG RENCANA 
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023-2026 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN ; 

Tahun 2005-2025 (Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 

2016 Nomor l); 
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) 

sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Kendari Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Oaerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); 



ayat (1) termuat dalarn lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 
(1) RPO Kota Kendari Tahun 2023-2026 penjabaran dari RPJPD Kota Kendari 

Tahun 2005-2025, rneliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan clan 
inclikator kinerja. 

(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPD Kota Kendari 
Tahun 2023-2026 mernuat program sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undaagan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi clan 
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, 

(3) RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 sehagairnana dimaksud pada ayat (2) 
menjadi Pedoman bagi OPD daJam menyusun Rencana Strategis Perangkat 
Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026- 

Bab VII 

Bab IV 
BabV 
Bab VI 

Bab ill 

Bab II Gambaran Urnum 
Kerangka Keuangan Daerah 
Permasalahan dan lsu Strategi.s 
Tujuan dan Sasaran 
Strategi, Arab Kebijakan dan Program Prioritas 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat 
Daerah 

Bab VJll Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Bab IX Penutup 

(3) Naskah RPO Kota Kendari Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 2 

11) RPO Kota Kendari Tahtm 2023-2026 adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 4 [ernpat] tahun. 

(2) RPD sebagaimaua dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistemalika 
sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan 

10. Rencaua Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra PD adalah 

rencana pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah 

rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang. merupakan 

dokumen tahunan Perangkat Daerab untuk periode 1 (satu) tabun. 

12. RPD Kota Kendari Tabun 2023-2026 adalah Dokumcn Pcrcncanaan Dacrah 

yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Peraturan Walikota 

Kendari. 



2022 

3 
2 

2022 PARAF KOORDINASI 
NO. INST~SASI . U/<:JT ~JA ~ R A f 
1 -'< 

Ditetapkan di Kendari 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Pasal 4 
Peraturan Wali Kota ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

(4) RPO Kota Kendari Tahun 2023-2026 sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
[RKPD). 

15) RPO Kota Kendari Tahun 2023-2026 berpcdoman pada s-asaran stratcgis 
RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 serta sasaran strategis 
RPJMN Tahun 2019-2024. 
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